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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

I. UMUM 

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya 

adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap 

dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan 

terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan 

provinsi, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang 

berbentuk Republik”. 

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 



No. 6777 -2- 

1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 

1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang yang memuat penyempurnaan 

dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, 

serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas.  

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 


